POLITEKNIKLPP

Pusat Penyedia Tenaga Profesional Bidang Perkebunan Sejak Tahun 1950

SURAT PERINTAH TUGAS
No: 181/SPT/Ili/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Ir. Galuh Banowati, M.Sc
NiP/NIDN : 0511026101
Jabatan : Wakil Direktur Il bid. Keuangan

Menugaskan kepada

Nama : Lestari Hetalesi Saputri, ST., M.Eng
NIP/NIDN : 0525108401

Untuk mengikuti/melaksanakan acara :  Sebagai reviewer pada kegiatan verifikasi kelayakan proposal
lengkap Maching Fund Vokasi Tahun 2023

yang dilaksanakan pada :

hari/tanggal : 17-18 Maret 2023

di : Cavinton Hotel Ji Letjen Suprapto No. 1 Yogyakaria

Demikian surat tugas ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Yogyakarta

Pada tanggal : 15 Maret 2023

(NakﬂDFPek; r bid. Keuangan

“ Yr. Galuh-Banowati, M.Sc
NIDN'0511026101
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V. Tiba kembali di : Yogyakarta
pada tanggal : 18 Maret 2023
Kepala . Wakil Direktur Il Politeknik LPP
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(Ir. Galuh Banowati, M.Sc)
NIDN: 0511026101

Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan
tersebut di atas benar dilakukan atas perintahnya dan
semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu
sesingkat-singkatnya.
Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi
Pejabat Pembuat Komitmen,

(Deis Savitri Artisheila, S.E)
NIP. 198407302010122004

Vil. Catatan lain — lain

VIII. PERHATIAN :

PPK yang menerbitkan SPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat /
tiba, serta bendahara pengeluaran bertanggung jawab berdasarkan peraturan Keuangan Negara apabila negara menderita

kerugian akibat kesalahan, kelalaian, dan kealpaannya.




